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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

       Masa anak-anak adalah masa emas atau pengalaman hidup sebagai anak 

punya daya tarik tersendiri. Anak merupakan masa yang istimewa, tetapi juga 

adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan 

atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan 

perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi 

pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan 

penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor 

penting dalam pelaksanaan pembangunan.  

       Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 

1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun 

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah
1
. Dalam konstitusi 

indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Berdasarkan Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 

1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negarahukum yang 

sangat menjunjung tinggi nilai–nilai hak asasi manusia, maka perlindungan 

terhadap anak merupakanbagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia 
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dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup bernegara”. Anak perlu mendapat perlindungan dari 

dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di 

bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 

sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah 

laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain 

disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Anak adalah cikal bakal 

pemuda, oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan 

Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau 

bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan 

harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. 

Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak 

yang berhadapan dengan Hukum. 

       Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak 

asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan 

perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. 

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan 

perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak 

yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang 

didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah 
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rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan 

lain-lainnya 

       Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu 

tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan serta tindakan kekerasan 

seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa 

mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan kekerasan yang disebutkan 

tadi, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi 

kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut. Tindak kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 

khususnya hak asasi anak (right of child). Fakta mengenai banyaknya kasus 

pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka 

cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali 

terabaikan keberadaannya.4 Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta 

anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, 

memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, 

menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap 

anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non- 

seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk 

memproduksi pornografi anak. 

       Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang 

anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun 

mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada 
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kenyataanya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi 

anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih 

mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban 

tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang 

mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu. Ketika si “anak” 

melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan 

menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula.  

       Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan 

baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan 

generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpian bangsa 

ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis 

yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.  

       Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya.
2
 Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, memiliki 

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 4 depan. Oleh karena 

itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak 

                                                           
2
 ELSAM.UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.tanggal 13 agustus 

2015.http://referensi.elsam.or.id 
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mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 

adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 

       Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena 

itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan 

negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai 

harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 

mendapatkan hak-haknya. 

       Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak,tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan 

negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. 

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, 

dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut.  

       Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan 

mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan 

anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. 

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan 

dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang 

menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 

pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan 

independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 
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hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, 

maupun sosial. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena 

merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara 

bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas (Ultimum Remedium). 

Kejahatan juga sudah merambat terhadap kalangan anakanak. Bukan hanya Anak 

sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak memprihatinkan sekarang 

bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. 

       Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak 

menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Anak sebagai sosok 

yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk 

untuk dilakukan. 

       Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang 

anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana 

atau sering disebut sebagai Juvenil Deliquency.Tindak pidana anak (Juvenil 

Deliquency) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam 

menanggulangi tindak pidana di Indonesia.  

       Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki 

peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap 

anak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam 

UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2. Oleh karena anak merupakan suatu elemen penting 

negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk 
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Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dengan pertimbangan : 

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;  

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan 

perlindungan khusus,terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;  

3. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak 

(Conventional on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip 

perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban 

untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang 

berhadapan hukum;  

4. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak 

yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-

undang baru; 

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, 

dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak;
3
 

 

1.2  RumusanMasalah 

                                                           
3
Jogloabang Comunity.UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Rabu, 

tanggal 25 september 2019, pukul 05:05.https://www-jogloabang-com.cdn.ampproject.org 
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       Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 

dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 

2020/Pn.Mdn? 

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman 

terhadap dengan kekerasan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor : 

54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman 

terhadap dengan kekerasan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor : 

54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn. 

2. Untuk mengetahui bentuk penerapan hukum Terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 

54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

       Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini 

antara lain : 

1. Secara Teoritis  

       Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut 

untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan 
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memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa yang harus 

diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana  dengan kekerasan.  

Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi 

ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis 

untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. 

2. Secara Praktis   

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama 

masyarakat agar mengetahui penerapan hukuman pidana anak dan 

dapat lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana 

pencurian yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh anak 

dibawah umur. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan 

dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini 

dikaitkan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya 

dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana  

kekerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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